
Menirnbang

PEMruru\N BUPATI KABUPATEN KAIIINGAN

I{OMOR II TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERIA,

BADAN PEI,IANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN I(ATINGAN

DENGAN I{AHMATTUHAN YANG MAH,A ESA

BUPATI KATINGAN,

:: a. berhwa dalam rangka membLrtrikan perlindungan dan

pelmenuhan hak dasar yang secaru nyata ada dan

b,erpotensi untuk menin$katkan kesejahteraan

nrasyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan
prelnyelenggamannya dilaksanrilkan secara teren@na,

terpadu, menyeluruh, terkmrdinasi dengBn

nlelibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola

olleh suatu institusi yang kapabel karena mernilifi

struktur dan rnekanisrne kerjiil yang didukung dengan

hgns dan fungsi yang jelas diln terarah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nr:mor 46 Tahun 2008 tentiirng lredoman Organisasi

dan Tah Kerja Badan Pelnangpulangan Bencana

D,aerah, pembentukannya dltetapkan dengan

Peraturan EuPaU;

t
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Menrgingat : 1.

2.

berhwa berdasarkan pertinnbarySan sebagaimana

dirmaksud dalam huruf a dan huruf b, pedu

membentuk peraturan bupati tentang Organisasi dan

Terta Keria tiadan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Katingan ;

Pasal 18 ayat (6) Undang-llJndang Dasar Negara

Rep,ublik Indonesia;
Unclang-Undang Nomor 8 Tahrun 1974 tentanE Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Nqgra Republik

indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran

Neglara Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana

te6n OiuUafr dengan Undang-tJlndang Nomor 43 Tahun

1999 tentang Perubahan Atas l-findang-Undang Nomor 8
Tahun tgi4 tentang Pokcitr<-pokok KepeEawaian

(Lerrrbaran Negara Republik ,tndornesia Tahun 1999

Nor,t. 169, Tambahan Lerntlaranr Negara Republik

Indrnesia Nomor 3890);
Unclang{Jndang Nomor 28 Tahr,rn 1999 tentarrg

Penyel6nggara Negara yang l:lersih dan Behs dari

Korirpsi, 
- 
kolusi dan Nepotislre r(Lembaran Negara

ReplruHik Indonesia Tahun 1991} Nomor 75, Tambahan

Lentbaran Negara Republik Indcr'nesia Nomor 3851);

Unclang-Undang Nomor 10 Tahrun 2004 tentang
penr,bentukan Peraturan Perundang-undarqan
(Lennbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

ilortot 53, Timbahan Lemtr'aran Negara Republik

Ind,onesia Nomor 4389);
Unclang-Undang Nomor 32 Tahrun 2004 tentang

Penrrreriirtahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind,onesia Tahun 2OO4 Nornor 125, Tambahan

Lenrbaran Negara Republik Inrdonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah llnberapa kali Erakhir

derr,gin Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenhng
Perribahan Kedua Atas Undang-Llndang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintilhan Daerah (Lembaran

Nq;ara Republik Indonesia T'ahun 2008 Nomor 59,

Taiirbahan'Lembaran Negara Rtpublik Indonesia Nomor

48t1t4);

Untlang-Undang Nomor 33 Tahun 20M tentang

Perimbingan KLuangan Antarar Pemerintah Pusat dan

Perrrrerintahan Oaeran (Lembaran NeEara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nc,mor L26, Tambahan

Lerrnbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

4.
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Unclang-Undang Nomor 24 Tahun ZO07 tentang
Penanggulangan tsencana (Lenrbararn lllegara Republik
Indr:rnesia Tahun 2007 Nomor 6,15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4it23)i
Peraturan Pemer.intah Nomor ir9 Tahun 2O05 tentanE
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind{c}nesia Tahun 2005 Ncirrnor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcrrnesia Nomor 4593);
Penrturan Pemerintah Nomor il8 Tilhun 2007 Entang
Penbagian Urusan Pemerintatuan Antara Pemerintah,
Penrerintahan Daerah Provinsi, rdan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lem'baran Negara RepuUik
Ind,onesia Tahun 2007 Nomor fl2, Tambahan Lernbaran
Negpra Republik Indonesia Nornor 4',t37'r'
Penrturan Pemerintah Nomolll T,ahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
ReFublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lenrbaran Nqara Republik lMonesia Nomor 474L)',
Penlturan Presiden Nomor 8 Talhun 11008 tentang Badan
Nasi;ional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Reprublik Indonesia Tahun 20018 Nomor 69, Tambahan
Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor a$0);
Penaturan Menteri Dalam Neged Nomor 57 Tahun 2007
tenXiang Petunjuk Teknis Penataian O,rgtsnisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penrianggulangan Bencana Daeriirh;
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pennbagian Urusan Pemerlntah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lernbaran Daerah Kabupaten Kat.ingan Tahun 2008
Nonror 3);

MEMUTUSKAN:

Menehpkan: IPEMTUR IN BUPATI TENTANG ORIBANIISASI DAII TATA
KERIA Brr'IDAN PENANGGUI-ANGAI\I BENCANA DAERAH
KABUPAT]:N KATINGAN.

7.

10.

L4,

B.

11.

12.

13.
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BAB I
KETENTUAN UI.IUM

Pasal 1

Dalanr peraturan bupati ini, ylang dimaksud dengan :

1. krnnerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusEn Pemerintahan Oleh

Pernnelintah Daerah dan DPRD nenurut asas otonomii dan tugAs pembantuan

dengan prinsip otonomi se[ns-luasnya dalam sistern dan prinsip Negara

Krsatuan Reprublik Indonrrsia Sebagaimana dimaksudl dalam Undang-Undartg

Dasar Negara Republik Irr'donesia Tahun 1945;

2. Pennerintah Daerah aalalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagBi

R:rnyelenggara PemerinErh Daerah;

3. Dewan Perwi*ilan Ralqat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lernrbaga Pr:nrakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pennerintahan Daemh;

4. Bufnti adalah Bupati Katitrgan;

5. Perangkat t)aerah dalah organisasi / Lemkga pada Pemerintah

Daerah,terdirii atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan

Lemnbaga Tekn's Daerah;

6. Sgketaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten lQtingn;

7. Baclan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutlya disingkat BPBD

aclerlah Badan Penanggutangan Bencana Daerah lGbupaten lGtingan;

g. Kr:pla Bddarn adalah Kepala Badan Penanggulerngan Bencana Daerah

Ki#uPaten Kttingn;

9. Kelompok Jabatan Furrgsionat adalah sejumlah tenaga dalam iabatan

furngsional r)ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah lGbupaten

K*ingan;.

l$.Peratrran Btrpati selardutnya disebut Perbup arJalah Peraturan Bupafi

KabuPaten Kltingan.
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BAB II
PEMBEilTUKAN

Pasal 2

Dengan perafirnrn bupati ini, dibentuk organisasi rdan Tata Kerja BPBD

KabuPaten Katin(En.

BAB III
IKEDUDUK/I!\N, TUGAS POKOK DAN F]UNGSI

Pasal 3

BPBD merupalGn unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang

Kepala Badan yarg berada dlibawah dan beftanggung javuab kepada Bupati'

Pasal 4

BPBD rnemPunyari tugas :

a. menetapkan pedoman ,clan pergarahan terhadap usaha penargguhngn

bencana y4u mencal,iup i:enegahan bencana, penanganan darurat,

refrabilibsi, rserta rekotrsirutsl secara adil dan setanl sesuai kebiiakan

p,on.rinAfi daerah dan tladan Nasional PenanggulaqgBn 1lencana;

u. r"rvuzun rrrnouri*si :prta kebtrtuhan penyelenggalilan penangguhngan

hrnena benlasarlon perahrran perundangundangan;

C. m€nyusun, rrenehpkan, dan menglnventarisasikan pr:ta rcwan bencana;

;. ,eny,rsun'aurn menetapi<an prcsedur tetap penalganan bencana;

e. mlelaporkan penyelengglaftmn pen$ggulanoan berrcana kepada kepala

a,rerin se6ap Utifan tlofl dalam fonaisi normal dan setiap saat dalam

krndtsi darurat berrcana;

f. nrengetda[km pengumlxrlan dan penyaluran uang d;m bar.ang;

g. mempertangaungia;vaUiirn per'gunaan anggaran yang diterima dari APBD;

d'an
h. nniafaanatcan kewaiibarn lainnya sesuai dengan pemturan perundang-

undangan.

Pasal 5

Untulk melaksarnkan tugars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD

menye[enggamkan fungsi :
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a. perumusan dan penehpan kebijakan penanggulangpn bencana dan

slnanganan pengungsi dlengan beftindak cepat dan tepat, efeKif dan efisien;

b. pergkoordirlasian pelaksanaan penanggulangan bencana gqara terencana,

teqrdu dan lnenyeluruhj;

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

or. KePala;

!r. Unsur Pengarah; datt

c. Unsur Pelaksana.

(2) Llnsur Pelaksana BPBD Provinsl berada dibawah dan bertanggungiawab

kePada KePrla BPBD.

(3) Llnsur Pelalcsana BPED Kabupaten dipimpin fi"epala Pelaksana yang

nnembantu lKepala BPttD Kabupten dalam penyolenllgaraan tugas dan

fiungsi unsur pelaksana IEIPBD Kabupaten sehari-hari'

Pasal 7

unsun Pelalsanit BPBD Kabupaten sebagaimana dinnaksurd dalam Pasal 6

merqpunyai tugfs melaksanakan penanggulangan benaana secara terintegr$i

ffieliPrgli ;

a. pra bencana;
b. smt tanggap darurat; dan

c. pasca bencaln' 
pasal g

Uns.rr Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsit :

a. pengkmrdirurbn;
b. pengkomandoanl dan
c. pelaksana'
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Pasal 9

Fungsi koordinasii sebagaim;ana dimaKud dalam Pasrl I merupakan fungsi

1.[ill** un * pet4<Jna EIpBD dilakanakan melaluikr:ordinasidengan satuan
'r"ri, 

p*r""gkat rlaerfi ruin,,vu di daerah, instansi vertitkal yang ada di daerah'

ffibag; ,ir,u, dan/atau pihrak lain yang diperlukan pada tahap pm bencana

dan pasca bencatu.

Pasal 1O

Fungs;i komando sebagaimiana_ dimaksud dalam Pasarl 8 merupakan fungsi

komando Unsur trehG-na EPBD dilalaanakan melalui prangerahan sumber daya

manusia, peralatan, fogitti[ *tua1 kerja perangka! aqug! lainnva di daerah'

instamsi vertikal 1"ng ulu di daerah, serta iangkah-langkah lain yang diperlukan

dalamr rcngka pelEnganan diarurat bencana'

Pasal 11

Fungs;i Pelaksanil sebagainrana dimakud dalam Pasill 8 merupakan fungsi

b;Fk;il BPBD dilakinakan secara terkoordinasi dan tErintegras' dengan

satuaLn kerja per,angrui Ou",run hinnya di daerah, instansi vertikal yang ada di

daerah, dengan rn"rp"#tifun f"lrgufun penyelenggaraan penanggulangan

U"n*,niu dan 
-kett:ntuan peratu ran perundang-u nda nga n'

Pasal 12

(1)SiusunanorgpnisasiUnsurPelalaanaBPBDKabupatenterdiridari:

ar. KePala Pelaksana;

tl. SeketariarL terdiriatas :

1. Sub Biryian Program, Data dan Evaluasi;

2. Sub Egian Umunl dan KePegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan'

r:. Bidang Perncegahan clan Kesiapsiagaan' terdiri aters :

1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi KesiaPsiagaan.
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dl. Bidang Kldaruratan iclan Logistik, terdiri atas :

1. Seksi l(edaruratan;r

2. Seksi l.ogistik.

er. Bidang Rehabilitasidarn Rekonstruksi, hrdiriatas :

1. Seksi ltehabilitasi;

2. Seksil{ekonstruK;i.

f. lKelompok Jabatan Funrgsional.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi
diitetapkan d engan Peraturan BupaU.

(3) Elagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana ter,rantum dalam lampiran
dhn merupalan bagian yang tldak terpisahkan dari pr:raturan bupati ini.

Pasal 13

(1) $eketariat (lan Bidang rnasing-masing dipimpin olelr secrrang Sekretaris dan

lkpala Bidarg yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Felaksana.

(2) liub Bagian dan Seksi dlipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala

tkrksi yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris dan

l(epala Bidatp.

Pasal 14

Kelonnpok jabaErn fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

BPBDI sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) l(elompok jarbatan fungsional sebagaimana di makud darlam Pasal 14, terdiri
rlari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsflonal yang terbagi dalam

lrcrbagai kdompok sestni dengan bidang keahliannya.

(2) lGlompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di
pimpin oletr seorang lenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul

lGpala Badarn dan bertiernggungjawab kepada Kepala Baclan.
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(3)

(4)

Jrumlah jabatan fungsionral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

bendasarkan kebutuhan dan beban kerja'

J*nts dan je^iang jabaftrn fungsional sebagaimana dimalaud pada ayat (1)'

diatur sesuai dengan Peu'aturan Perundang-undangan yanrg berlaku'

BAB V

TATA KER'A

Pasal 16

BPBD dlalam melsksanakan ttqasnya wajib menyelenggarrakart koordinasidengan

inshnrsiyangsecarafungsionalmempunyaihubungankerjasertawajib
menenepkan prin,sip koordinisi, integrasi dan sinkrcnisasi baik dalam lingkungan

masing-masinglnaupunanlarasatuanorganisasidilingkunganPemerintah
Oaeran sesuai dengn tugas pkoknya masing-masing'

Pasal 17

(1)Hie,palaPelallsanaBPBDdalammelaksanakantugalsnyaharusberdasarkan
kejLentuan Pt:raturan Perrundang-undangan yang berlaku'

(2) Kepala Pelaksana BPBID berkewajiban memberikan petunjuk, membina,

nnr:mbimbinlldanmeBsawasipekerjaandariunsur-unsurpembantudan
prelaksana yang berada cli dalam lingkungan kerianya'

Pasal 18

sekrehris, Kepalit Bidang, Krlpala sub Bagian dan Kepala seksidalam Iingkungn

BpBD wajib *""gu*rri ba,lvahannya dan apabila teriadi penyimpangan agar

mengarribil langtah-langkah yang diperlukan sesuai deqlan lcetentuan Peraturan

Perundlang-undatrgan yang trcrlaku'

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHEI'{TIAN

Pasal 19
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Kepala Pelaksanil, Kepala llidang, Sekretaris, Kepala lSub Bagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberl"renUkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan

Perunrdang-undattgan yang tnrlaku.

BAB VII

IKETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal - hal yang trclum diatur dalam peraturan bupati irri akan ditetapkan lebih

lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai h:rlaku pada tanggaldiundangkan'

AgEr Sietiap orang mengetahuinya, memerintahkan prengundangan Peraturan

Bupald ini dengarr penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingnn'

DitetaPkan di Kasongan

Pada tanqgql, B&rt\ 2011
tt

Br\f,An K:ATINIGAN,

T'
V'LV5',nn;--'

DUWEL MWING

DIUNIDANGKAN DI KASONGAN PADATANGGAL 18 {nl eon

DAEITAH KABUR!\TEN IGTINGAN TAHUN ..]3.1II. N'OMOR ; tl
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PENJELASAN

ATAS

PERATUMIN BUPATI KABUPATEN KATII\IGAN

I\IOMOR [T TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KER'A

BADAN PENANGGUISNGAN BENCAINA

KABUPATEN IGTINGAN

UIVIUM:

Peruhlhan pararcigma pemerintahan dari "setntralisasi" menuju

..diesentralisas;i" yang ditilndai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah,

membawanuansabarrudalampenyelenggaraanpemerintahandaerah
xbagaiupa]/auntuklebihmemandirikandaerahdanmemberdayakan
masylraut. l>erubaha n pa radigma tersebut seka ligu:; mencirika n berubahnya

vcllume/bebantugaspemerintahdaerahdalammerampungseluruhurusan
prrrg diserahkan yang nantinya akan diwadahi darlam struKur organisasi

perangkat da,arah.

Refofinasi birokarsi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

merupakan krebutuhan dalam upaya mewujudkan "kepenterintahan yang baik

dan bersih". Reformasi birokasi pada jenjang Pernerintahan Daerah

diarrahkan untuk ntelakukan penyernpurnaarl terhadap semua

kelemahan/k*urangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan

dmentralisasisebagaiujungtombakdalammengembanfungsiutama
birokasiyail,upelayananpublikyangsecaralangs;ungmenyentuhupaya
pernenuhan l:epentingan/kebutuhan masyarakat'

Salahsatuaspek'pentingdanstmtegisdalartnpelaksanaanotonomi
daerah adala,h aspek "li3lembagaan daerah'. Berdasarkan undang'undang

NroTor 32 T,lhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepilla ctaerah dibanrtu oleh

plangkat daerah.
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secara umul"n perangkat daerah terdiri dari unsur stirf yang membantu

penyusunan keb'rjakan yang diwadahi dalam lemhaga sekretariat; unsur

perndukung l:ugas Kepallia Daerah dalam penyus{unan dan pelaksanaan

keb'rjakan d:rerah yang bersifat spesifik diwadahi dalarn_ Llmbaoa Teknis

Daerah, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga

Drinas Daerah, unsur prE:ngawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat

seEa unsur l)er€ncana yang diwadahidalarn bentuk l[]adan.

Dalamr konteks ini, Pemerintah telah rnenetapkan Peraturan

pennedntah ilgmor 41 -ltahun 2007 tentang organiisasi Perangkat Daerah,

yernrg member-i keleluasaEn kepada Pemerintah Daenth dalam menyusun dan

merrietapkan prganisasi pxtrangkat daenahnya dengan merujuk pada beberapa

fakltor :

a. Urusan yang menjarlli kewenangan Pemerintah Elaerah ;

b. faratteiistik, potenl;i dan kebutuhan daerah;

c. Kemam;ruan keuangan daerah;

di. Ketersecliaan sumber daya aparatur; dan

€r. Luas wiliayah dan jumlah penduduk'

Badarr Penanggr.rlangan Bencana Kabupaten rnrerupakan dibentuk

daliam ranglo melaksanakan tugas dan fungsli untuk melaksanakan

penanggulaqlan bencania.

Sehutlungan dery3an hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan

Brupti lGbupaten Katirngan tentang organisasi {:lan Tata Kerja Badan

Pr:nanggulanr;an Bencana Kabupaten Katingan'

U. PISAL DEMI I'ASAL :

Piasal 1

Piasal 2

P,asal 3

Pal;al 4

Pasal 5

P,asal 6

Parsal 7

(:ukup jelas,

t}kup jelas,

(:ukup jelas.

rCukup jelas'

,Cukup jelas.

rCukup jelas.

C.rkup jelas,
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Paml 8

Pasal 9

Pasal 10

Paisal 11

Parsal 12

Parsal 13

Parsal 14

Parsal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

P,asal 19

P,asal 20

Pasal 21

Fasal 22

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Clukup jelas.

(iukup jelas.

(ukup jelas.

Oukup jelas.

: Yaryy dimakud dengan koordinasi adalah peran serh
pam pelnangku kepentingan dalam menata orgnnisasi

perangkat daerah sesuai dengan lingkup

kewenangannya, baik lintas sekllor fitaupun antar strata

pemr:rrintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah

peny',elenggaraan fungsi-fungsi pernerintahan daerah

yan$ dilalsanakan secara terpadru dalam suatu oganisasi
perangkat daerah.

Yang dimaKud dengan sinkonisasi adalah konsistensi

dalann penataan organisasi perangkat daerah sesuai

nornrla, prinsip, dan standar yary; berllaku.

{Iukup jelas.

Cukup jelas,

tlukup jelas"

tiukup jelas,

tCukup jelas.

rCukup jelas,

TAMII/\HAN LEMBARAN DAEIMH KABUPATEN KANNGANI NOI\IOR ..17
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